BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2014 NOMOR 161

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 17 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BANTAENG

bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan hibah dan
bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 17
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5243);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan = Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diubah sebagai berikut :
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1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a)
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan
usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati
melalui TAPD.

(3a) Format hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) adalah meliputi pertimbangan-pertimbangan logis yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
layak tidaknya diberikan hibah kepada pengusul hibah.

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu
ayat (2a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

tujuan pemberian hibah;

besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
hak dan kewajiban,;

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

=0 oo 0o

tata cara pelaporan hibah.

(2a) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati
ini.

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3. Ketentuan pada Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati
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berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/ penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

(5) Pada akhir tahun anggaran terdapat sisa yang belum dibelanjakan
maka penerima hibah wajib menyetor sisa uang tersebut kepada
pemerintah daerah.

(6) Hibah uang yang tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan tidak merupakan utang pemerintah daerah.

Ketentuan pada Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah
meliputi:
usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
NPHD;
pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti
serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa
barang/jasa.
(2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1)
huruf d tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

a0 o

(3) Format serah terima barang/ jasa sebagimana dimaksud pada pasal 19
ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 disispkan 1 (satu) ayat baru yaitu
ayat (2a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barang/jasa.

(2a) Format surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b tercantum
dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan
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Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu
ayat (3a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(3a)

(4)

Pasal 25

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas
nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau
keluarga yang bersangkutan.

Besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya yang
akan diberikan kepada invidu dan/atau keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagimana dimaksud pada ayt (2)

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu
ayat (3a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

(1)

()

Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
Bupati.

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati
melalui TAPD.

Format hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 30 ayat (3) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
Hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) adalah meliputi pertimbangan-pertimbangan logis yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
layak tidaknya diberikannya bantuan sosial kepada pengusul bantuan
sosial.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Dokumentasi dan Informasi Hukum|268



8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 disisipkan dua ayat baru yaitu ayat
(1a) dan (1b) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

9.

(1a)

(1b)

Pasal 42

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi:

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bagi
bantuan sosial yang direncanakan atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenang kepada kepala daerah bagi bantuan sosial
yang tidak direncanakan;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan
sosial;

c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan
bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan
usulan; dan

d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial yang
berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan
sosial berupa barang.

Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1)

huruf ¢ tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Format berita acara serah terima barang sebgaimana dimaksud pada
pasal 42 ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran VIII Peraturan
Bupati ini.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 disisipkan satu ayat baru yaitu ayat
(2a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

(22)

Pasal 43

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial
berupa barang.

Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada

pasal 43 ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran IX Peraturan

Bupati ini.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan

Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek

pemeriksaan.
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10. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48a
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48a

Penganggaran maupun pencairan hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 September 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

[

s. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 161
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